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" Puiji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
. Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya
« penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk
= akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama
g tahun 2024.
A Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada
=" Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk
menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 — 2026 sebagaimana
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, makan disusunliah Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56
Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari
masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya
laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi
lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian,
manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah
memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul 27 Februan 2025

"NIP. 197005251990031002 |




lkhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi
pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses
penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi
pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa
terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi
Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu
atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan
dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman
kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja
telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021- 2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5
tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja
diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten
Bantul.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang cukup
luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

a. penyusunan rencana kerja Satpol PP;

b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteraman
dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat;




d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

e. pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan
jabatan Fungsional pada Satpol PP;

f. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis
di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

g. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satpol PP;

h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;

I. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal
pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan
budaya pemerintahan pada Satpol PP;

j. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan
fungsional pada Satpol PP;

k. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

|. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas Satpol PP; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti
untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan
dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja
Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat
Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 100%. Ada 1 (satu) IKU pencapaiannya
masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), yaitu persentase gangguan trantribum
yang dapat diselesaikan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi
tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting
dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di
tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik

untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.
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Bab | Pendahuluan

A. Latar Belakang
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk
pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang
menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari
APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LK]jIP sebagai berikut:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja

instansi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja bahwa Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP
adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh
pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta
pelindungan masyarakat. Sementara itu Satpol PP adalah perangkat daerah yang
dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan
pelindungan masyarakat. Oleh karena itu laporan ini memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi yang dimandatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bantul.




B. Pembentukan OPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Bupati Bantul

Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan

Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1.

Kedudukan

Satuan Polsi Pamong Praja berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah

Tugas dan fungsi

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Adapun Satuan Polisi

Pamong Praja memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam

menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

a. penyusunan rencana kerja Satpol PP;

b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang
ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat;

d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

e. pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) dan Jabatan Fungsional pada Satpol PP;

f. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian
bimbingan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat;

g. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satpol PP;

h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;

I. pengoordinasian  pelaksanaan  reformasi  birokrasi,  sistem
pengendalian internal pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan,
organisasi ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada
Satpol PP;

j- pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi
jabatanfingsional pada Satpol PP;

k. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;




|. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan
laporanpelaksanaan tugas Satpol PP; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidangtugasnya.

C. Susunan Organisasi
Susunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul terdiri atas:
a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Program dan Keuangan,;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas;
1. Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian; dan
2. Seksi Penindakan.
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
1. Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas; dan
2. Seksi Pengamanan dan Operasi.
e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
1. Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
2. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Satpol PP Kabupaten Bantul sebagai berikut:




Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi Satpol PP
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Sumber Peraturan Bupati Bantul Nomor

Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,

Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

LAMPIRAN XVIIA

PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA DINAS PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,
ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

50 Tahun 2023 tentang

Fungsi, dan Tata Kerja

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

KepalaSatuan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Tugas:

Melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugassatuan

organisasi di lingkungan Satpol PP.
Fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;

b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;




penyusunan program kerja Satpol PP;
pengoordinasian pengelolaan keuangan Satpol PP;

penyelenggaraan kesekretariatan;

- o a o

penyelenggaraan ketatausahaan Satpol PP;

pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Satpol PP;

= @

pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Satpol PP;

pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan,

kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Satpol PP;

j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal
pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan
pada Satpol PP;

k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;

|. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Satpol PP;

m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satpol
PP;

n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan
fungsional pada Satpol PP;

0. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsijabatan fungsional
pada Sekretariat;
pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Satpol PP;

g. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Satpol PP;

r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana,

S. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja
Sekretariat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan

sesuai dengan bidang tugasnya.

. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris. Bidang

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas:
Melaksanakan  perumusan  kebijakan teknis, pengoordinasian,

pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan




penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya.

Fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Perundang-
Undangan;

c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang penegakan
Peraturan Perundang-Undangan;

d. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, pengawasan dan pengendalian
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penindakan;
pelaksanaan fasilitasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan
kebijakan daerah lainnya;

g. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penegakan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;

h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Petugas Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS);

i. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional
pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;

J. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan; dan

|. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan

bidang tugasnya.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris. Bidang

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.
Tugas:

Melaksanakan  perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,

pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan
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ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Fungsi:

a.

penyusunan rencana kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat;

. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat;
pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Ketertiban

Umum dan Ketentraman Masyarakat;

. pengoordinasian pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini gangguan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengamanan;
pengoordinasian kegiatan =~ pengamanan dalam mendukung

pelaksanaansebagian urusan keistimewaan;

. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya Satpol PP;

. pelaksanaan pengamanan aset Pemerintah Daerah;

pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis
bidangketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang
KetertibanUmum dan Ketentraman Masyarakat;

fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan

fungsionalpada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja

BidangKetertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai

dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris. Bidang

Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas:




Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan

perlindungan masyarakat.

Fungsi:

a.
b.

C.

penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
pengoordinasian pelaksanaan program Kkegiatan pada Bidang

PerlindunganMasyarakat;

. pengoordinasian  penyelenggaraan pemberdayaan perlindungan

masyarakat;

pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat
dalamketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban
umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung

pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;

. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis

bidang perlindungan Masyarakat;

. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam

penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang
Perlindungan Masyarakat;

fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan
fungsional pada Bidang Perlindungan Masyarakat;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja
Bidang Perlindungan Masyarakat; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai

dengan bidang tugasnya.

5. Jabatan Fungsional

a.

b.

Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi
yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan
perundangundangan.

Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan




keahlian dan kebutuhan.

c. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur
dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

d. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhandan beban
kerja.

e. Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Keragaman SDM

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan
pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah tidak terlepas dari peran
serta aktif SDM aparatur perangkat daerah tersebut, demikian pula halnya
dengan SDM Aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri
dari PNS/CPNS dan Pegawai Non PNS. Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah 40 orang, bagaimana tersaji pada
gambar sebagai berikut :

Gambar 1.2
Statistik Pegawai Menurut Jabatan

B Jabatan Pimpinan Tinggi
B Administrator
B Pengawas

Pelaksana

M Jabatan Fungsional

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Satpol PP, 2024




Tabel I.1

Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis
Kelamin dan Kompetensi

Jabatan  Pimpinan 1 1 1 1 1

Tinggi

Jabatan Administrasi

1. Administrator 4 Vv Vv 4 1 3 4
2.Pengawas Vv 8 2 5 1 5 3
3. Pelaksana \Y Vv \Y 14 4 8 1 1 12 2
Jabatan Fungsional Vv Vv \" 13 5 4 4 10 3
Jumlah 40 4 17 5 12 1 1 32 8

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Satpol PP, 2024

Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM Satuan Polisi
Pamong Praja relatif tinggi, namun tidak merata antara laki-laki dan perempuan,
didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 17 orang (42,5%) , disusul oleh
jenjang pendidikan SMA sebanyak 12 orang (30%), D3 sebanyak 5 orang (12,5%),
S2 sebanyak 4 orang (10%), SMP sebanyak 1 orang (2,5%), dan SD sebanyak 1
orang (2,5%).

E. Isu Strategis

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai
dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam
membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram
tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan
dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya, isu- isu strategis yang dihadapi adalah :

1. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap ketertiban, kebersihan dan
keindahan (K3) dengan masih adanya pelanggaran penggunaan badan jalan,
bangunan dan fasilitas publik untuk aktifitas pedagang kaki lima, parkir dan
kegiatan lain tanpa ijin;

2.  Masih banyaknya peredaran minuman beralkohol illegal, praktek prostitusi dan
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penyakit masyarakat;

3. Masih banyaknya toko modern (berjejaring maupun non jejaring) yang
beroperasi tanpa ijin atau berijin tetapi tidak sesuai peruntukannya;
Masih tingginya pelanggaran perijinan bangunan gedung dan usaha reklame;

5. Potensi konflik sosial yang berasal dari isu keyakinan agama, perbedaan etnik,
konflik politik, antar kelompok masyarakat, aktifitas usaha dan lain-lain;

6. Masih banyaknya aktifitas gelandangan, pengemis dan anak jalanan (gepeng
dan anjal) di beberapa jalan protokol; dan

7. Masih rendahnya tingkat kemampuan dan kesiapsiagaan unsur masyarakat
dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam dan bencana

sosial.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based
Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan
sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6
tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai
berikut:
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Visi kabupaten Bantul Tahun 2021 —
2026 :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten
Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan
Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang
ber-Bhinneka Tunggal lka *

'

Misi 2:

Pengembangan Sumber Daya manusia Unggul,
berkarakter dan berbudaya istimewa

¢

Tujuan :

Mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat berbudaya

Sasaran Daerah :

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis

v

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja:
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

'

Program :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Indikator :

Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat
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G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungankerja
yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai
dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai
tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses bisnis Satuan Polisi

Pamong Praja:

Gambar 1. 3
Proses Bisnis Satpol PP Kab. Bantul

| Sasaran: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat |

SUPPLIER | | WFUT | PROSES UTAMA | oUTPUT | | CLSTOMER

SAT.01 SAT.02
Peraturan
Ketentraman dan Da=rah Kab Koa LAPORAN/DATA
— }
NEMENDAGR! KEBUAKANREGL Ketertiban umum dalam 1 dan Peraturan Bupati\\ai REMENDAGR!
FPEMPROV LENELEED | (satu) dasrah JPEMPROV
NEAN SDOM
2
£
KEBLAKAN, REGL =] LAPORAN/DATA
LASLPENGEMEBA PROSES PENDUKUNG @ PEMKAB/OPD
LA 2 LAm
NGAN SO0 g
sarm 3
it Persraesn . (R T pEe———— 1
DATAMLAPORAN, oy S e [Lete i g
o [ E]
| e ) LAPORAN/DATA INSTANS
Hi & VERTIKAL
Pmwrpotin Adbrmedrios Hiaserge - L £
Dri Pesurpy Liusa i,
ADUAN /SARAN
T ]
AL nd — Pormypatan Adrewines Kogsspesin Pumppatsn Pronpebon By 1 LAVANAN
Pt i Doty Poruryey Ut . =

N MASYARAKAT s

Cukungan Manzjemen dan Pengawasan
Ei
g
E

Lonk: o o Kerusudors Mo

aan Puriurin Busabitis Kot

BATI
Sk Punegsan Pardtaran

AN
~

ST B EAT T L

Perr ety Pebrabrgon Mawarsbat dedar Perangaren stz Pelarggersn Perstunn Dyt Prggiban Pirsturin

Pargkon Hetrirarran dan Helsribn Urrurs ]l K ]

— -

Sumber: Keputusan Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul Nomor10 /Kep/Satpol PP/Btl/2024
Tentang Peta Proses Bisnis Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektorat Kabupaten Bantul Nomor:
061/526.B/ev.SAKIP/2024tanggal 19 Maret 2024 perihal Laporan Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Satuan Poalisi

Pamong Praja Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut
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dalam laporan (LKJIP)

NO SARAN/REKOMENDASI LANGKAH-LANGKAH TINDAK
LANJUT

1. Melakukan reviu dokumen Kkinerja | Satuan Polisi Pamong Praja
secara berjenjang sebelum | berkomitmen untuk melakukan reviu
diformatkan agar terhindar dari | dokumen kinerja secara berjenjang
kekeliruan-kekeliruan  data atau | sebelum diformatkan agar terhindar
informasi sebagaimana terjadi pada | dari kekeliruan-kekeliruan data atau
Laporan Kinerja. informasi sebagaimana terjadi pada

Laporan Kinerja.

2 Melengkapi/ merevisi sebagian data | Satuan Polisi Pamong Praja

laporan yang telah dituangkan di | berkomitmen untuk  melengkapi/

merevisi sebagian data laporan yang
telah dituangkan di dalam laporan
(LKJIP).
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Bab Il Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis
1. Visi dan Misi

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang

merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama
kurun waktu 2021 — 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan
Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten
Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung
di dalamdokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun
2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah
menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari
Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi
inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode
jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh
jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan
dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Satuan Polisi

Pamong Praja yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan
Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang
ber-Bhineka Tunggal lka”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang
dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga
berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan
dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah

Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan
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Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi
diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat
mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam
penyelenggaran pemerintahan negara. Misi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai
berikut:

MISI 2 : “Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan

berbudaya istimewa*“

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan
permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan
dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk
mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul, sasaran daerah yang di dukung Satuan Polisi Pamong Praja yaitu
terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Sedangkan sasaran Satuan
Polisi PamongPraja adalah meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum
masrayakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Presentase
Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertban Umum dan Perlindungan

Masyarakat.

Tabel I.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan
Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-
Bhinneka Tunggal lka

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran/ IKU
Pengembangan Mewujudkan Meningkatnya | Presentase Penanganan
Sumber Daya peningkatan ketentraman Gangguan
manusia Unggul, kualitas dan ketertiban | Ketenteraman, Ketertiban
berkarakter dan masyarakat umum Umum dan Perlindungan
berbudaya berbudaya masyarakat Masyarakat
Istimewa

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul
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3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam
rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran,
penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian
penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan
program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara,
kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk
mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja
merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah
secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif

(berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :
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Tabel II.2

Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal lka

Misi 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya Meningkatnya Pencegahan gangguan ketertiban | Deteksi dini potensi gangguan ketertiban
kehidupan ketentraman dan umum dan ketentraman | umum dan ketentraman Masyarakat.
masyarakat yang ketertiban umum masyarakat. Penguatan kegiatan pengamanan dan
harmonis. Masyarakat. patroli.

Peningkatan potensi masyarakat
dalam perlindungan masyarakat.

Pemberdayaan Linmas dan jaga warga.

Penegakan peraturan daerah,
peraturan bupati dan kebijakan
daerah lainnya.

Peningkatan operasi yustisi dan non
yustisi.

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul
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Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan
dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud
merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam
rangkapelaksanaan suatu rencana. Program Satuan Polisi Pamong Praja sebagai
berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan

3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian
dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja
dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program
dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 11.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

1 Meningkatnya ketentraman Persentase = gangguan trantibum
dan ketertiban umum masyarakat yang dapat diselesaikan

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul
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B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja
Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai

dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 — 2026.

Sejak tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja melakukan cascade down
Perjanjian Kinerja kepada eselon lll dan IV atau yang disetarakan. Adapun target
dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan(cascading eselon lll) serta
target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (cascading eselon IV atau yang

disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta
target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu
kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel ll.4
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Meningkatnya Persentase % 100 I 100
ketentraman dan | Gangguan I 100
ketertiban umum | Trantibum yang I 100
masyarakat dapat A\ 100 *
diselesaikan
No Program Anggaran (Rp)
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Rp. 9.529.980.399
Daerah Kabupaten/Kota
2 Program Peningkatan Ketentraman dan Rp. 7.201.187.917
Ketertiban Umum
3  Program Penyelenggaraan dan Rp. 502.535.000

Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kebudayaan (Dana Keistimewaan)

Jumlah Rp. 17.233.703.316

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.
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C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang
telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian
dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas
Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun program-program yang mendukung

masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel I1.5
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis Didukung jumlah program
[ Meningkatnya  ketentraman  dan Program Peningkatan Ketentraman dan
ketertiban umum masyarakat. Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Keistimewaan
Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi
https://lesakip.kab-bantul.id/ yang mengintegrasikan perencanaan termasuk
RencanaOperasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring
dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD,
cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai
penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58),
laporan evalusi RPJMD(E.60) yang harusdi susun dilevel perangkat daerah dan
pemerintah daerah periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86
Tahun 2017.

& E-BANTUL & Adgministrator Bagian organisasi setda ~
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Bab Il Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah
orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya
anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada
level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah
satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan
publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,
pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting
dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah
dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah
berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan
Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang
dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut
menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan

Kinerja ini.

Tabel IIl.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Sangat Tinggi

Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian Realisasi |
Kode
Kinerja Kinerja

3 66 <75 Sedang ‘ ‘

4 |51<65 Rendah ‘

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017
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A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan
dilakukan dengan membandingkan antaratarget kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

| . — C o023 ir | s/d 2024 |
No | Indikator Kinerja Utama Target |Realisasi % | Renstra | terhadap
Realisasi | (2026) | 2026 (%)

1 Persentase gangguan 100% 100% 100%

trantribum yang dapat

diselesaikan.

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Satuan
Polisi Pamong Praja Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran

berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 100%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat

Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dengan indikator
kinerja yang digambarkan dalam persentase gangguan trantibum yang dapat
diselesaikan. Persentase gangguan trantbum yang dapat diselesaikan
merupakan penanganan aduan yang ditindaklanjuti oleh Satpol PP terhadap

jumlah aduan pelanggaran perda/perkada yang masuk.
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Formulasi pengukuran indikator ini adalah sebagai berikut :

Jumlah aduan trantibumlinmas vang ditangani x 100%

Jumlah aduan yang masuk

Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 111.3

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya
Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat

2024 Target Capaian
Indikator Kinerja Capaian ' ' Akhir terhadap
2023

% Akhir

Target | Realisasl | Renstra Renstra
Realisasi tahun
(2024)

100%

Utama

2026(%)
100

1. | Persentase gangguan 100% 100% 100%
trantribum yang dapat
diselesaikan.

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang
ditetapkan tahun 2024 adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau
bernilai kinerja Sangat Tinggi.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun
2024 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026. Capaian
kinerja tersebut menggambarkan hasil kinerja dari pelaksanaan program dan
kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang-bidang pada Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bantul, yang selaras dengan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam rangka pemenuhan SPM pelayanan Trantibum terdapat mutu yang
harus dilayani/ dipenuhi yaitu :

1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan
perda dan perkada;

2. Standar Operasional Pelayanan (SOP) dalam rangka penegakan perda dan
perkada;

3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan
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Masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada;
4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan
perda dan perkada terhadap pelayanan kerugian material dan pelayanan

pengobatan dalam dokumen bentuk dokumen yang sah dan legal;

Keempat mutu yang harus dilayani atau dipenuhi diatas harus didukung oleh
anggaran dan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong
Praja.

Adapun hasil kinerja yang dicapai baik dalam rangka capaian Renstra maupun

capaian mutu pemenuhan SPM pelayanan Trantibum sebagai berikut:

a. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas
pokok vyaitu melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sedangkan program yang
dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya dengan menjalin kerja
sama lintas sektoral yang intensif dan diimbangi dengan penambahan jaringan
intelijen, serta peningkatan kinerja penanganan gangguan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bahwa
Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang
memungkinkan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan
kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Terdapat perwujudan 7 tertib yang
diatur dalam perda tersebut yaitu :

a. tertib jalan dan angkutan jalan;

=

tertib sungai, saluran dan kolam;
tertib lingkungan masyarakat;
tertib bangunan gedung;

tertib usaha tertentu;

~ ® a O

tertib sosial; dan

tertib pemondokan

©
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Adapun jenis kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai upaya dalam
mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu trantibum
antara lain :

1. Penanganan pengaduan masyarakat

Kegiatan penanganan pengaduan masyarakat ini merupakan indikator
kinerja utama dari sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bantul yang telah menunjukkan capaian sebesar 100% artinya dari 182 kasus
pengaduan masyarakat yang masuk telah diselesaikan semua. Jumlah
pengaduan masyarakat tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan jumlah
kasus tahun 2023 yaitu sejumlah 66 kasus. Kenaikan tersebut dapat diartikan
bahwa terjadi peningkatan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
penanganan gangguan trantibum dan memperluas akses informasi aduan yang
masuk baik call center, aplikasi aduan, media sosial maupun komunikasi lintas
sektor.

Dalam SOP penanganan pengaduan gangguan trantibum yang terjadi
semua ditindaklanjuti dengan pengarahan kepada masyarakat agar mematuhi
Perda yang ada. Hal ini dilakukan dengan pembinaan baik perorangan maupun
kelompok dengan melibatkan dinas/ instansi terkait jika diperlukan, unsur
kapanewon, unsur kalurahan dan masyarakat yang terdampak. Apabila kasus
masih berlanjut maka dilakukan upaya penindakan nonyustisial yaitu dengan
penandatanganan surat pernyataan, penerbitan surat peringatan sampai 3 kali
sampai dengan upaya yustisi berupa penertiban atau persidangan.

Berikut jenis kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat yang dikelompokkan

dalam aturan tertib di Kabupaten Bantul :
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Tabel. Jenis Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat dikelompokkan dalam

aturan tertib di Kabupaten Bantul

Jenis Kegiatan Jumlah Aduan

Penanganan Tertib Jalan dan Angkutan Jalan (PKL,reklame) 56 aduan

Penanganan Tertib Lingkungan Masyarakat (sampah, kebisingan) 29 aduan
Penanganan Tertib Sosial (anjal, pengemis, gelandangan) 28 aduan
Penanganan Tertib Bangunan Gedung (ijin bangunan) 5 aduan
Penanganan Tertib Sungai, Saluran, dan Kolam (irigasi) 3 aduan
nPenanganan Tertib Pemondokan (penyalahgunaan pemondokan) 1 aduan

Penanganan Tertib Usaha Tertentu (mihol, prostitusi, peternakan
hewan, tambang) 60 Aduan

- Jumlah; 182 Aduan

Sumber : Satpol PP Kab. Bantul, 2024

Gambar Ill.1 Dokumentasi Penanganan Aduan Masyarakat

Sumber : Satpol PP Kab. Bantul, 2024

2. Safari Kamtibmas

Tahun 2024 Safari Kamtibmas dilaksanakan sebanyak 1 kali kegiatan di
Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul dengan mengundang 50 warga
masyarakat dengan pemberian materi sosialisasi penataan PKL di wilayah
Panggung Krapyak dan Pembentukan Paguyuban PKL oleh narasumber dari

DKUKMPP Bantul dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Bantul.
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Gambar 1.2 Dokumentasi Safari Kamtibmas

Sumber : Satpol PP Kab. Bantul, 2024

3. Pelatihan Ketrampilan Masyarakat

Satpol PP juga memberikan pelatihan ketrampilan masyarakat tentang Tata Cara
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebanyak 1 kali
kegiatan dengan mengundang 40 mitra kerja Satpol PP seperti Pemuda

Pancasila, RAPI, Banser, Orari, Kokam, Paksi Katon dan lain-lain.

Gambar 111.3 Dokumentasi Pelatihan Ketrampilan Masyarakat

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

4. Sosialisasi Sapta Tertib

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan,
menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian
lingkungan maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dimana terdapat 7 (tujuh)

ketertiban yang diatur, perlu disosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat.
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Tahun 2024 telah dilakukan Sosialisasi Sapta Tertib kepada 50 tokoh
masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul sebanyak 1 kali kegiatan dengan

mengundang narasumber dari Polres Bantul dan PMI Bantul.

Gambar 111.4 Dokumentasi Sosialisasi Sapta Tertib

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024
5. Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP

Dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi pada bidang Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat yaitu pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber
daya Satpol PP maka tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan pengembangan
kemampuan Aparat Satpol PP dengan mengundang 130 personel Satpol PP
dengan melibatkan Satbrimob Gondowulung sebanyak 1 kali dengan materi

Penanganan Huru Hara.

Gambar 111.9 Dokumentasi Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024
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6. Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengamanan Bupati dan Wakil Bupati
Bantul sesuai agenda yang diinformasikan oleh Bagian Umum dan Protokol
Setda Kabupaten Bantul. Kegiatan pengamanan Bupati dan Wakil Bupati Bantul

telah dilaksanakan sebanyak 7 kali kegiatan.

Gambar 111.6 Dokumentasi Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

7. Pengamanan Acara Penting

Kegiatan pengamanan acara penting dilaksanakan berdasarkan adanya
permohonan dari instansi terkait atau masyarakat. Kegiatan pengamanan acara
penting dilaksanakan sebanyak 24 kali kegiatan.

Selain event-event lokal, Tahun 2024 terdapat kegiatan Pemilihan Kepala
Daerah yang dilaksanakan serentak di berbagai wilayah di Indonesia dan
Kabupaten Bantul juga melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang
dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Adapun pengelolaan anggaran
Pilkada khususnya pengamanan dan pengendalian Pilkada diserahkan dan
dilaksanakan secara swakelola oleh OPD teknis dalam hal ini Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bantul. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai
penanggungjawab pelaksanaan pengamanan/ pengendalian Pilkada tahun 2024
bekerjasama dengan pemangku kepentingan seperti TNI, POLRI, Kejaksaan,
DISHUB, DLH dan Satlinmas Kalurahan. Kegiatan pengamanan Pilkada yang
melibatkan personel Satpol PP hanya 1 kali kegiatan yaitu Pengamanan Gedung
Pemda selama 60 hari.
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Gambar II1.7 Dokumentasi Pengamanan Acara Penting

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

8. Penertiban Media Informasi

Selain penanganan pengaduan masyarakat yang masuk, Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bantul juga aktif melakukan penertiban media informasi yang
ada di Kabupaten Bantul khususnya perijinan, materi maupun pemasangannya
yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi. Dalam penanganan media
informasi ini Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Dinas Perijinan
dan Tata Ruang dan BPKPAD. Selama tahun 2024 telah dilakukan penertiban
media informasi sebanyak 15 kali kegiatan berupa spanduk sebanyak 112 buah

dan rontek sebanyak 44 buah.

Gambar [11.8 Dokumentasi Penertiban Media Informasi

_ M. - B 5
i 8 Y

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024
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9. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang
Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum
dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong
Praja diberikan fasilitas penertiban APK dan bahan kampanye apabila tata cara
pemasangannya melanggar aturan tersebut. Penertiban APK dilakukan di
seluruh atau 17 kapanewon di Kabupaten Bantul terbagi dalam 12 kali kegiatan
yang terdiri dari 2 kali kegiatan penertiban APK Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden dan 10 kali kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah. APK yang telah ditertibkan statusnya tidak dapat diambil Kembali dan
akan menjadi barang sitaan penanganan pelanggaran yang disimpan di Gudang

Bawaslu Kabupaten Bantul.

Gambar 111.9 Dokumentasi Penertiban Alat Peraga Kampanye

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

10.Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan
ketertiban umum
Dalam pemenuhan mutu standar sarana prasarana Satpol PP dalam mendukung
penegakan perda dan perkada pada tahun 2024 telah dianggarkan dan
dilaksanakan sesuai DPA Satpol PP Nomor
DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024 vyaitu pengadaan 10 buah helm
keamanan pada sub kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana ketenteraman dan ketertiban umum.
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11. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Dalam pemenuhan mutu standar penyusunan SOP Satpol PP dalam rangka

penegakan perda dan perkada pada tahun 2024 telah disusun SOP Satpol PP

berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional

Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja yang

t

= @

- 0o 2 0 T p

erdiri dari 9 dokumen SOP yaitu :

SOP penegakan Perda

SOP penegakan Perkada

SOP deteksi dan cegah dini

SOP pembinaan dan penyuluhan

SOP patroli

SOP pengamanan

SOP pengawalan

SOP penertiban, dan

SOP penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

Rekapitulasi data dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

mas

yarakat sebagai berikut :

Tabel. Data dan Kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan KetentramanMasyarakat

. . Jumlah Kegiatan
\[o} Jenis Kegiatan

1 | Penanganan Pengaduan Masyarakat 102 aduan
2 | Safari Kamtibmas 1 kali
3 | Pelatihan Ketrampilan Masyarakat 1 kali
4 | Sosialisasi Sapta Tertib 1 kali
5 | Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP 4 kali
6 | Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati 7 kali
7 | Pengamanan Acara Penting 24 kali
8 | Penertiban Media Informasi 15 kali
9 | Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) 12 kali
10 | Pengadaan sarana prasarana trantibum 1 kali
11 | Penyusunan SOP tibumtranmas 1 kali

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024
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b. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan melaksanakan tugas

pokok yaitu perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,

pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya. Program yang dilaksanakan yaitu

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Penegakan

Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota melalui operasi

Non Yustisial dan Yustisial. Operasi ini bertujuan untuk menurunkan tindakan

pelanggaran Perda dan meminimalisir penyakit masyarakat sehingga keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat terjaga. Adapun jenis kegiatan yang

dilakukan antara lain :

1. Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisial. Ruang lingkupnya meliputi :

melakukan pengarahan kepada masyarakat, kelompok, dan badan hukum
yang melanggar Perda.
melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat, kelompok
dan badan hukum, dan

prefentif nonyustisial.

Kegiatannya berupa :

a. Sosialisasi Peraturan Daerah dan Kepala Daerah

Tahun 2024 telah dilakukan Sosialisasi Perda sebanyak 38 kali kegiatan
dengan mengundang 50 warga masyarakat dengan narasumber Komisi A
DPRD Bantul, Satnarkoba Polres, Satbinmas Polres, BNNK dan Dinkes
Kabupaten Bantul. Adapun materi yang diberikan berupa 5 Perda di
Kabupaten Bantul yaitu Perda Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman
Oplosan, Perda Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di
Kabupaten Bantul, Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga, dan Perda Bantul Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi
Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
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Gambar 111.10 Dokumentasi Sosialisasi Perda

Sumber ; Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

b. Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disebutkan bahwa DBH CHT digunakan
untuk mendanai program salah satunya Sosialisasi ketentuan di bidang cukai.
Oleh karena itu Satpol PP Kabupaten Bantul tahun 2024 bekerja sama
dengan Kantor Bea Cukai Yogyakarta melaksanakan Sosialisasi DBHCHT
dilakukan sebanyak 8 kali kegiatan dengan mengundang 50 warga
masyarakat dengan materi Sosialisasi Pengenalan Desain Pita Cukai terbaru.
Selain itu dilakukan pula peningkatan kapasitas disertai sosialisasi pita cukai
terbaru berupa senam bersama dengan melibatkan masyarakat sebanyak

150 orang.
Gambar 111.11 Dokumentasi DBH CHT
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2. Penegakan Peraturan Daerah Yustisial.

Ruang lingkupnya pada prinsipnya sama dengan Penegakan Peraturan Daerah

Non Yustisial dengan penambahan lingkup penindakan yustisial oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kegiatan berupa Operasi Yustisi dengan prosedur

penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, pemanggilan serta proses persidangan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul melaksanakan operasi yustisi

penegakan 2 Perda di Kabupaten Bantul sebanyak 13 kali kegiatan yaitu :

a. Perda Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian Pengawasan
Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan, ditemukan
pelanggaran Perda sebanyak 23 kasus dimana 3 kasus dilakukan proses
hukum yang selanjutnya dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Bantul.
Sedangkan sisanya 20 kasus hanya diberikan pembinaan dan pembuatan

surat pernyataan.

Gambar 111.12 Dokumentasi Operasi Pekat Pemberantasan Minuman Beralkohol

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

b. Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, ditemukan
pelanggaran Perda sebanyak 10 kasus dalam operasi tangkap tangan dan
dilakukan proses hukum yang selanjutnya dilakukan persidangan di
Pengadilan Negeri Bantul agar memberikan efek jera bagi pembuang sampah
ilegal. Penegakan perda ini selain dengan operasi yustisi juga dilakukan

pemasangan papan larangan terkait sampah sebanyak 6 kegiatan.
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Gambar 111.13 Dokumentasi Operasi Tangkap Tangan Sampah

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

Gambar 111.14 Dokumentasi Sidang Tipiring Pelanggaran Perda

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

Selain itu berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau disebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai
program salah satunya Pemberantasan barang kena cukai ilegal dan SK Bupati
Bantul Nomor 552 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Peredaran
Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun
Anggaran 2024 maka Satpol PP Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Kantor Bea
Cukai Yogyakarta dan instansi terkait melaksanakan operasi gabungan sebanyak 18

kegiatan.
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Gambar 111.14 Dokumentasi Operasi Gabungan Pemberantasan BKCllegal
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Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

Rekapitulasi hasil operasi penegakan Perda dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. Data dan Kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

\[o] Indikator Jumlah Kegiatan
1 | Bukti Pelanggaran Perda 80 kasus
2 | Pembinaan 67 kasus
3 | Membuat surat pernyataan 67 kasus
4 | Tidak memenuhi panggilan 9 kasus
5 | Tidak ditemukan barang bukti 23 kasus
6 | Tidak berijin 10 kasus
7 | Sidang PN Bantul 13 kasus
8 | Panggilan PPNS 48 kegiatan
9 | Sosialisasi DBH CHT 9 kegiatan
10 | Sosialisasi Perda 38 kegiatan
11 | Pembongkaran baliho 16 kasus
12 | Operasi gabungan pemberantasan BKC llegal 18 kegiatan
13 | Pemasangan papan informasi 16 kegiatan

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul
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Sedangkan persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di Kabupaten Bantul
tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kabupaten BantulTahun

2022-2024
Tindakan 2022 2023 2024
Jumlah Perda dan Perkada vyang 19 19 19
ditegakkan
Jumlah Perda dan Perkada vyang 25 25 25
memuat sanksi
Persentase Perda yang ditegakkan 76% 100% 100%

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2024

Hasil persentase perda dan perkada yang ditegakkan di Kabupaten Bantul
didapatkan dari jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang ditegakkan
terhadap jumlah peraturan Daerah yang memuat sanksi. Realisasi pada tahun 2024
adalah 100% dengan rincian jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan sebanyak

18 dari jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi sebanyak 18 peraturan.

c. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas perumusan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan
fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Program yang dilaksanakan
yaitu Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Penegakan
Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota dengan Kegiatan
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota. Satpol PP Kabupaten Bantul juga melaksanakan Program
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang didanai
dengan Dana Keistimewaan dengan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga
Budaya.

Kegiatannya berupa :

a. Peningkatan kapasitas Linmas
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Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat bahwa penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah
dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah desa dilaksanakan oleh Kepala
Desa. Dan berdasarkan Pasal 28 disebutkan pula bahwa Satlinmas berhak
mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas. Oleh
karena itu terkait Satpol PP Kabupaten Bantul mempunyai fungsi
pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat dalam
ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Selain itu kegiatan
Peningkatan kapasitas Linmas juga merupakan salah satu mutu yang harus
dilayani atau dipenuhi dalam rangka pemenuhan mutu SPM pelayanan
trantibum, maka pada tahun 2024 Satpol PP Kabupaten Bantul telah
melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Linmas sebanyak 17 Kkali
kegiatan bagi 760 petugas Linmas yang ada di Kalurahan. Kegiatan ini
dilaksanakan secara bertahap untuk semua Linmas yang ada di Kabupaten

Bantul sebanyak 6.575 orang.

Gambar I11.19 Dokumentasi Peningkatan Kapasitas Linmas

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

Berikut rasio jumlah petugas Linmas di Kabupaten Bantul untuk
menggambarkan kebutuhan petugas Linmas di masyarakat dalam memelihara

keamanan, ketentraman, ketertiban dan sosial kemasyarakatan.
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Tabel Rasio Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No Jumlah 2020 2021 2022 2023 2024
1 Petugas Linmas 6.522 6.562  6.575 6.575 6.575
2 Rukun Tetangga (RT) 5.775 5775 5775 5775 5.775

Rasio Jumlah Petugas Linmas 95,3 % 112,9% 113,6% 113,8% 113,8%

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2024

Untuk mengoptimalkan upaya perlindungan masyarakat idealnya 1 Rukun
Tetangga terdapat 1 petugas Linmas. Sedangkan jumlah Petugas Linmas di
Kabupaten Bantul pada tahun 2024 sebanyak 6.575 orang melebihi jumlah
Rukun Tetangga di Kabupaten Bantul sebanyak 5.775 Rukun Tetangga artinya
rasio jumlah petugas Linmas sudah ideal dengan rasio yang sama dengan

tahun sebelumnya yaitu sebesar 113,8%.

b. Bina suluh masyarakat

Bina suluh dilaksanakan dengan menyambangi Kalurahan untuk silaturahmi dan
mengecek eksistensi dan kebutuhan Linmas seperti Kartu Tanda Anggota,
seragam dan lain-lain serta kondisi pemberdayaan Linmas oleh Kalurahan.
Tahun 2024 bina suluh dilaksanakan di 2 Kalurahan dengan melibatkan 300

orang dari Kalurahan tersebut.

Gambar 111.20 Dokumentasi Bina Suluh di Kalurahan

Sumber :; Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

c. Penanganan korban laka laut dan laka sungai

Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa (SRI) dibentuk
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berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2019 yang mempunyai
tugas dan fungsi melindungi masyarakat dari berbagai bencana atau musibah
serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta
kegiatan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah DIY,
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah
Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Satlinmas Rescue Istimewa yang mempunyai ruang lingkup
meliputi sharing pembiayaan honorarium, pembiayaan biaya operasional dan
uang makan, pendidikan, pelatihan dan pembinaan serta penyediaan sarana
prasarana maka Satlinmas Rescue Istimewa di Kabupaten Bantul ditindaklanjuti
dengan SK Bupati Bantul untuk ketugasan di wilayah Ill Pantai Parangtritis dan
wilayah IV Pantai Samas. Adapun SK Bupati Bantul yang diterbitkan pada tahun
2024 adalah SK Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2024 dan Satpol PP bersama
dengan Satlinmas Rescue Istimewa (SRI) memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penanganan laka air sebanyak 26 kasus dengan rincian
jumlah penyelamatan laka laut sebanyak 35 orang, ditemukan meninggal dunia
2 orang, laka sungai ditemukan 10 orang meninggal dunia, dan penemuan mayat
bukan laka sebanyak 1 orang.

Berikut jumlah korban kecelakaan air dan penemuan jenazah se-Kabupaten
Bantul tahun 2024.

Tabel Data Jumlah Korban Kecelakaan Air danpenemuan Jenazah
Se-Kabupaten Bantul Tahun 2024

Laka Laut Laka Sungai Jumlah Penemuan

Ne- Bulan JE::?: Selamat | Meninggal | Hilang J::;Lash Selamat | Meninggal | Hilang k(;;::n bur::r‘:z‘:;ka
1 | Januari 2 3 - - 1 - 1 - 4 -
2 | Februari 3 6 - - - - - - 6 -
3 | Maret = - - - - - - = = -
4 | April 2 3 1 - - - - - 4 1
5 | Mei 1 3 - - 2 ] 2 _ 5 _
6 [ Juni = - - - - - - - - -
7 | Juli 3 7 1 = 1 = 1 - 9 -
8 | Agustus 2 5 - - 1 - 1 - 6 -
9 | September - - - = 1 = 1 - 1 -
10 | Oktober 1 2 - - = - - - 2 ;
11 | Nopember - = o - - - - - - _
12 | Desember 2 6 - - 4 - 4 - 10 -
Jumlah 16 35 2 - 10 - 10 - 47 1

Sumber: Satlinmas Rescue Istimewa (SRI), 2024
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Gambar 111.21 Dokumentasi Penanganan Laka Laut dan Sungai

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

c. Koordinasi penyelenggaraan trantibum

Tahun 2024 telah dilaksanakan rapat koordinasi mengenai keamanan dan
ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bantul dengan mengundang perwakilan
Satlinmas Rescue Istimewa sebanyak 90 orang dengan narasumber dari Polres

Bantul dan Bawaslu dengan materi persiapan Pilkada tahun 2024.

d. Pembentukan Jagawarga oleh Satpol PP

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Sub Kegiatan Pembinaan
Jagawarga yang di danai dengan dana keistimewaan dilaksanakan dalam rangka
mendorong/menggerakkan prakarsa masyarakat melalui pranata sosial dalam
upaya menggali, menjaga dan menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur, kearifan
budaya daerah dan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat; melakukan
mediasi penanganan dan penyelesaian gangguan sosial dalam kehidupan
masyarakat dan melakukan upaya cegah dini dan deteksi dini atau kewaspadaan
dini untuk mencegah timbulnya gangguanterhadap keamanan, ketertiban umum,
ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Indikator program ini adalah
persentase pembentukan kelompok jagawarga.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pembentukan dan pembinaan
kelompok jagawarga di pedukuhan oleh Satpol PP, namun demikian terdapat

beberapa dusun yang membentuk kelompok jagawarga secara mandiri. Dulu
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berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jagawarga
kegiatan pembentukan Jagawarga di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dari tahun 2015 sampai dengan

tahun 2021. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Gubernur 28 Tahun 2021

tentang Jagawarga mulai tahun 2022 pembentukan Jagawarga dilaksanakan oleh

Satpol PP Kabupaten Bantul.

Tabel Persentase Kelompok Jagawarga yang terbentuk di Kabupaten Bantul

Tahun 2020-2024

No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
1 [Jumlah Kelompok 279 358 649 804 933
Jagawarga yang terbentuk
2 | Jumlah Dusun 933 933 933 933 833
3 |Persentase Kelompok 29,90% 38,37% 69,56% 86,17% 100%

Jagawarga yang terbentuk

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Bantul dan Satpol PP Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No 41 Tahun 2023 tentang Jagawarga dan
Omah Jagawarga dan dengan anggaran yang didanai oleh Dana Keistimewaan DIY,
Satpol PP melakukan pembentukan kelompok Jagawarga sebanyak 129 dusun pada

Tahun Anggaran 2024 sehingga Kelompok Jagawarga yang sudah terbentuk di
Kabupaten Bantul sebanyak 933 pedukuhan yang ada dengan persentase sebesar

100 %.

Gambar 111.22 Dokumentasi Pembentukan Jagawarga

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024
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Rekapitulasi hasil kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja melalui bidangPerlindungan

Masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. Data dan Kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat

1 |Peningkatan kapasitas Linmas 17 kegiatan
2 |Bina suluh masyarakat 300 orang

3 |Penanganan Korban Laka Laut dan Laka Sungai 27 kasus

4 |Koordinasi penyelenggaraan trantibum 1 kegiatan
4 |Pembentukan Jagawarga oleh Satpol PP 129 kelompok

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024
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Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi di level Nasional :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 bahwa Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” dengan beberapa misi salah satunya
Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah,
penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan
pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata
kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi
kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan
trantibumlinmas.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan yang ingin dicapai
Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024 salah satunya
Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Untuk mecapai
tujuan tersebut Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri adalah Meningkatnya
kualitas penyelenggaraan trantibbumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran
Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

(1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori
“Baik”.
(2) Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
Berdasarkan tabel 4.1 Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 pada Permendagri diatas disebutkan
bahwa target tahun 2024 untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Trantibumlinmas adalah Nilai 60. Adapun Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bantul pada tahun 2024 telah menyumbangkan Indeks Kepuasan
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas sebesar Nilai 93,52 atau A
Sangat Baik, meski nilai tersebut mengalami penurunan nilai dibanding tahun 2023.
Unsur-unsur penilaian meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan biaya/ tarif,
produk | ayanan kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan
pengaduan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana.

Permasalahan yang dihadapi serta solusi dalam penyelenggaraan
ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat pada tahun 2024 sebagai
berikut:
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Permasalahan :

1.

Belum optimalnya kegiatan penegakan Perda dan perkada yang disebabkan

oleh:

a. regulasi yang ada belum bisa mengakomodir semua pelanggaran yang
terjadi di masyarakat

b. masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan yang
berlaku

c. kurangnya sosialisasi Perda dan Perkada di masyarakat

Adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang

disebabkan oleh:

a. kurangnya kesadaran dan disiplin masyarakat

b. keterbatasan sumber daya manusia dan infrastuktur pendukung

c. kurangnya koordinasi lintas sektor dan antar stakeholder terkait

d. kurangnya pengawasan yang efektif

Solusi :

1.

Menjalin sinergitas antara aparatur terkait dan masyarakat dalam penegakan
Perda dan Perkada. Penegakan Perda dan Perkada yang berhasil memerlukan
kerjasama yang baik antara aparatur terkait dan masyarakat. Aparat pemerintah
dan instansi penegak hukum berperan dalam merancang, mengawasi, dan
menegakkan peraturan, sementara masyarakat harus dilibatkan untuk
memahami, mendukung, dan turut berpartisipasi dalam menjaga ketenteraman
dan ketertiban bersama. Kolaborasi yang baik antara kedua belah pihak akan
menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan produktif, sesuai dengan tujuan
dari peraturan yang ditetapkan.

Meningkatkan sosialisasi dan edukasi di masyarakat melalui media massa,

media sosial maupun pertemuan langsung

3. Melibatkan masyarakat dalam pencegahan gangguan trantibum

4. Mengaktifkan peran kelompok jagawarga

5. Meningkatkan kolaborasi yang baik antar mitra kerja agar penegakan hukum

berjalan efektif dan sinergis
Pemberdayaan linmas disertai peningkatan kapasitasnya, dan
Melakukan patroli pengamanan sebagai upaya pengawasan yang efektif dalam

mencegah gangguan trantibum.
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Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Presentase Penanganan
Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang

akan dilaksanakan sebagai berikut :

Melaksanakan Operasi dan Patroli dalam rangka Penegakan Perda;

. Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkan stakeholder;

Kajian Peraturan Daerah yang berkatian dengan Ketertiban Umum;

. Mengirimkan SDM untuk mengikuti dklat PPNS yang diselenggarakan oleh

Kemendagri;

Komitmen pemerintah dalam upaya menjaga Kebersihan, Keindahan, dan

Ketertiban (K3) dan upaya penanganan penyelesaian pelanggaran K3;

Mendudukkan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban

di daerah; dan

. Pembentukan dan pembinaan Jagawarga sebagai upaya mediasi penanganan

dan penyelesaian gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat dan melakukan
upaya cegah dini dan deteksi dini atau kewaspadaan dini untuk mencegah
timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan

kesejahteraan masyarakat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan

terkait peningkatan sasaran “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

masyarakat” pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis

ini terdiri dari program sebagai berikut :

1.

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator
persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan dengan target 100%

tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

1) Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban
umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan,
pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan;

2) Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketenteraman dan

ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban

dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
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3) Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka

ketentraman dan ketertiban umum;

4) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja
dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan
tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;

5) Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

ketentraman dan ketertiban umum;

6) Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum  serta perlindungan  masyarakat tingkat
Kabupaten/Kota;

7) Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik
pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban
umum;

8) Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman
Masyarakat; dan

9) Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan

Peraturan Daerah dan Perkada.

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/Wali Kota.

1) Sub Kegiatan Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota;

2) Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota; dan

3) Sub Kegiatan Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati/Wali Kota.

c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kota.

1) Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS.

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan,
dengan indikator persentase pembentukan kelompok jagawarga dengan target

66,88% terealisasi 100%. Program ini didukung kegiatan:
a. Kegiatan Adat,Seni,Tradisi dan Lembaga Budaya

1) Sub kegiatan Pembinaan Jagawarga.
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Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan
Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan
untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Satuan Polisi Pamong Praja
sebesar Rp.17.233.703.316,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja.
Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp16.450.501.041,00, atau sebesar
95,46%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk
membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian

sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel Ill.4
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

1 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum 7.703.722.917,00 44,70
masyarakat
Jumlah 7.703.722.917,00 44,70
Belanja 9.529.980.399,00 55,30
Pendukung
Total Belanja 17.233.703.316,00 100,00

Sumber : Satpol PP, 2024

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk
penyelenggaraan program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian
sasaran yaitu Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan
anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung yaitu Program Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Berdasarkan tabel diatas jumlah
anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian
sasaran Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp7.703.722.917,00 atau
sebesar 44,70% dari totalbelanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan
pendukung sebesar Rp9.529.980.399,00 atau sebesar 55,30% dari total

belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung

pencapaian sasaran-sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah
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sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dengan

besaran anggaran 44,70% dari total belanja.

Belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari belanja operasi
yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang jasa, belanja modal, dan
belanja tidak terduga. Dalam Belanja Pegawai terdapat Belanja Gaji dan
Tunjangan ASN  sebesar Rp6.113.067.980,00 terealisasi sebesar
Rp5.659.805.409,00 (92,59%). Serapan ini tidak bisa maksimal karena
dipengaruhi oleh pensiun pegawai dan bukan merupakan kewenangan dari

Satuan Polisi Pamong Praja untuk menetapkan besarnya alokasi anggaran.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran
terbesar padaprogram/kegiatan di IKU Presentase gangguan trantibum yang
dapat diselesaikansebesar 95,96%. Jika dilihat dari serapan anggaran per
sasaran, maka sasaran Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis

menyerap anggaran paling besar yaitu 95,96% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk
membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama

disajikan sebagai berikut:

Tabel IlIl.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

ndlkator inerja

Kinerja Target Realisasi Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1  Presentase 100 100 100 7.703.722.917 7.392.303.068 95,96
gangguan
trantibum yang
dapat
diselesaikan
Sumber : esakip ROPK tahun 2024

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 4,54%, dari total anggaran
belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan
akuntabilitaskinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah

ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 4,04%,

sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4,95%. Jika
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dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada
program/kegiatan di IKU gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sebesar
4,04%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, memiliki efisiensi

anggarannya paling besar yaitu 4,04% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2024 vyang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai

berikut:
Tabel II.6
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
. o Anggaran
Indik K T S
M ndikator Kinerja Target (Rp) REEURENN(RE0) Efisiensi
1 Presentase gangguan 7.703.722.917  7.392.303.068 311.419.849 4,04
trantibum yang dapat
Diselesaikan
Jumlah 7.703.722.917  7.392.303.068 311.419.849 4,04
Belanja Pendukung 9.529.980.399 9.058.197.973  471.782.426 4,95
Total Belanja 17.233.703.316 16.450.501.041 783.202.275 4,54

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di
Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna
untuk kesejahteraan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bantul telah membentuk Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Yustisial
Kabupaten Bantul Tahun 2024 dalam rangka mendukung pelaksanaan dan
keberhasilan penegakan Peraturan Daerah Yustisial dengan tugas sebagai
berikut :

a. Melakukan inventarisasi berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul;

b. Melaksanakan koordinasi atas berbagai permasalahan pelanggaran
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

c. Menyelenggarakan penindakan yustisial terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul; dan

d. Membantu proses pelaksanaan kegiatan dan administrasi sidang tindak

pidana ringan.
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Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul juga ikut
mendukung program pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
tahun anggaran 2024 di bidang penegakan hukum di Kabupaten Bantul dengan
membentuk tim pengendalian peredaran cukai tembakau pelaksanaan Dana

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan tugas sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana
alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Satuan Kerja
Pelaksana Kegiatan di Kabupaten Bantul terkait guna memberikan

informasi penggunaan cukai oleh pengusaha rokok di Kabupaten Bantul;

b. melakukan inventarisasi dan verifikasi sasaran kegiatan Pemberantasan

BarangKena Cukai llegal;
c. menetapkan sasaran kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai llegal;

d. menyelenggarakan serangkaian kegiatan penertiban Barang Kena Cukai
llegal;
e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Kerja Pelaksana

Kegiatan yang bersumber dari dana alokasi Dana;

f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul

melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul juga mendukung
program penanganan status darurat pengelolaan sampah yang bertugas untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah pada
masa Status Darurat Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan secara terpadu

oleh Satuan Tugas Darurat Pengelolaan Sampah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul juga mendukung program
gugus tugas Kabupaten Layak Anak periode tahun 2021 — 2025 yangmemiliki
tugas untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah terkait anak.
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Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip
transparansi,akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif
dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan
landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan
menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini
memberikan gambarantingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah
sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan

sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas
sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target

sebesar 100% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul pada tahun 2024 antara lain adalah :
1. Adanya dasar hukum yang jelas;
2. Koordinasi lintas sektor dan antar stakeholder baik;

3. Adanya penyelenggaraan Bimtek Peningkatan kapasitas anggota Satpol
PP;dan

4. Adanya dukungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
umum.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:
1. Memperhatikan Rencana Aksi Penerapan SPM yang telah ditetapkan; dan

2. Fokus pada Penegakan Hukum
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Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator
yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bantul Tahun 2021 — 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai

dengan harapan.
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LAMPIRAN




Rencana Strategis

Pemerintah Kabupaten Bantul

Satuan Polisi Pamong Praja

2022-2026
Target per Tahun
No Tujuan Sasaran Indikator Satuan Kondisi
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 <
AKhir

1 | Terwujudnya kehidupan | Meningkatnya ketentraman Persentase gangguan persen 100 100 100 100 100 100

masyarakat yang dan ketertiban umum trantribum yang dapat

harmonis masrayakat diselesaikan

Indikator Kinerja
Pemerintah Kabupaten Bantul
Satuan Polisi Pamong Praja
2022-2026

No Sasaran Indikator Meta
1 | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Persentase gangguan trantribum yang Jumlah aduan yang ditangani dibagi jumlah aduan

umum masrayakat

dapat diselesaikan

yang masuk dikali 100%
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Perjanjian Kinerja tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
s

an NIV AT qun

Komplek Pemda i, JI Lingkar Timur Manding. Trirenggo, Bantul 55711
Telapon (0274) 367509 psw 405, 407, Faksimie (0274) 358078
Posel. satpolpp@bantulkab go.id  Website
hetp.ifwww satpoipp bantulkab go «

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

Dalam rangks mewwjudkan mansjemen pemerntahan yang efeksf, transparan dan
akuntabel sena beronentas pada hasil kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . RADEN JATI BAYU BROTO, SM, M Mum

Jabatan . Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
selanptrya disabut PIMAX PERTAMA

Nama H ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan | Bupsti Bard

selaku atasan PIHAK PERTAMA, sslanjuinys desbut PRHAK XEDUA

FIHAX PERTAMA berjany akan mewsjudcan target kinads yang seharusnys sesusi lampran
pecjangan inl dalam rangka mencapai target kineda jangks menengsh seperi yang lelah
ditelapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegsgalsn pencapaisn largst
knars tersebut menjadi tanggung jawabd kami,

PIHAX KEDUA akan melakukan supervis yang dperukan sena skan melakukan evalussi
terhadap capaian knera dan peranjan in dan mengamdil tindakan yang dperiukan dalam

rargha pemberian penghargaan can sanksi.
Bantd, 19 Agustus 2024
+ . PHAK KEDUA PIHAX PERTAMA
fgwémanmu. ¥ KEPALA SATUAN POUISI PAMONG PRAJA |

KABUPATEN BANTUL

Y HABDUL HALIM MUSLIH
NIP. 19700525 199003 1 002
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LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Dasrah - Satuan Polis! Pamong Praja
Jabatan : Kepals Satuan

Tahun Amggaran  : 2024

indikstor | Target |
Ne | Sasaran Strategls Kinerjs Satusn | shunan | TMwulan Target
) (2) (] 4 (5) %) (7
1. | Meninghatnys Persentass * 100 Pl W0
ketentraman can gangguan [ " 100
ketertiban umum trantrium o 100
masyarakst yang dapat v 100°
ciselesakan
Keterangan:
1. Uniuk mencapal Sasaran Systegis sebagaimana lerssbutl & atas lerdapat dukungan
anggaran sebagal berhut
No Nama Pregram Anggaran
1. Program Peningkatan Ketenitaman dan Ketertiban Umum Rp 7201.187.917
2 Program Peryelenggarsan don Keistmewaan Yogyakarta Rp 502535000

Urusan Kebudayaan {Dana Kesamewaan)

3. Program Peanunjang Urusan Pemerintah Dasrah
Kabupaten'®ola

Jumilgh Anggaran

Rp 5.529580.399

Rp 17.233.703 316

2. ") Oata capaian kinena lersecha pads triwules IV karens barifs oufoome
Bartul, 16 Agustus 2024

¥ KEPALA SATUAN POLESI
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Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
B .
TL P T Scmpones, ST, N 200, Tlasnd, Tokipan $274-D57129 Fabs (074067125
t-cof ecirrEabumibed god

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

NOMOR ; D51/526 Blav. SAKIP2024
TATNGGAL 19 Mavat 2024
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

Spuge.s
Jn. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 KodoPocu‘nzTMn
(0274) 367325
Laman: Posel
0651/526 Blev SAKIP2024 Barmul, 18 Marat 2024

Kepada
Laporan Hasil Evaluasi Yth. Bupati Bantul
Akuntabiitas Kinera Instansi di
Pamenntah (AXIP) pada Bantul
Kapala Sathsan Polisi Pamong
Praja Kabupsten Bantut

Dengan hormal karme sampaikan Laporan Hasil Evaluasi
Akurtablitas Kinera Instansi Pemerintah (AKIP) pada Satuan Polsi

Pamong Praja Kabupaten Bantus Tabun 2023, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum Evaluasi

a Persturan Pamedniah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerirtah;

b. Persturan Pemenrdah Nomor 12 Tahun 2017 fentang
Pambinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pamserrtahan Daerah

c. Paraturan Mentar Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Blrokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaiuasl Akurtabiitas Kinerja Instansi Pemarintah;

d. Perstursn Menisrd Dalam Negeri Nomor 19 Tabun 2023
fentang Persncanaan, Pembinasn don Pengowasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Dasrsh Tahun 2024;

e. Paraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomar 8
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab
Bantud No 12 Tabun 2016 teniang Pembenbukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banbu;
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f Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 ‘tentang
Perubahan atas Peraturan Bupatt Bantul Nomor 65 Tahun
2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasl Kineeja
Parangkat Daerah;

g Keputussn Bupsti Banhd Nomor: 546 Tahun 2023
Tertang Program Kera Pengawasan Tabunan Tabun
2024;

h. SK inspektur No. 48 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Evaluasl Akuntablitas Kinera  Instansi
Pamerintah:

A, Sursl Perintah Tugas Inspekiur Dasrah Kabupaten Bantul
Nomot: T/700.1.2/00526PKPT/2024 tanggel 29 Februsr
2024 tontong Evaluasi Sstem Akuntabiitss Kineda
Instaral Pomerintah  (SAKIP) Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul,

Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akurasbiitas Kinerja Instanal Peenerntah,
fermasuk pada Perangkat Daerah merpakan salsh salu
strategl yang ddaksanakan dalam rangks mempercepat
pelaksansen Reformasi Surokrasl, urtuk  mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan akuntabed, pemeriniahan yang
kapabel, serts meningkatrya kualtas pelayanan public
kopads masysrskat

Untuk mengetahul sejauh mana penecapan AKIP pade
Porangkat Deorah maka dperiukan evaluasi. Dengan
Evalas! AKIP, dbampkan dapat mendorong sellap
Parangkat Dasrah untuk berkomimen dan secara konsisten
meningkatan kuafitas penerapan  AKIF  dalam  rangka
mewujuckan capaian Kinedia (hasil) yang telah direncanakan.
Dengan tercapainya capaian kinea (hasil) Perangst Dasrah
maka secara berenjang pencapaisn-pencapaisn tersebut
dapsl  membaniu  mewujudkan  teecapainys Sasaran
Pamariniah Dasah Kabupaten Bantul,
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3. Tujuan Evaluasi
1. Memperoleh indormas  lertang implemertas SAKIP
Perangkat Daerah;
2. Mendai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerahc
3, Membarnkan saran perbakan untuk peningiatan AKIP
Parangkat Daarah,

4. Ruang Lingkup Evaluasi
Rusang Ingkup svaluas! yaly pads aspek pecencansan
Mnecjs, pangukuran kinecja, pelaporan kinefa, den evalkuss
akuntabdtas Knerja ermal.

5. Metcdologl Evaluasi
Dalam pelaksanaan Evalasi AKIP ini, metodologl
yang digunakan adalah wawancara, pengumputan data
vorifiasi dokumen, kiarfikasl, dan selanpinya diskukan
snaliss dalam rangks mempercieh kesimpulan lemhadap
lujuan evaluassi yang telah dilatapkan,

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peratran Oaerah (PERDA) Kabupaten
Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Perds Kab Bantul No 12 Tahun 2016 tertang Pembaentukan
dan Susunan Perangial Daersh Kabupatan Bantd, Satpol
PP mempunysl fugas membanty Bupall  melaksanakan
wusan pemenntahan di bidang ketenteraman dan ketertitan
umum serta perindungan masyarakat Dengan mengoacu
Poraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023  tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Karja Satuan Polis Pamong Praja

Adapun fungsl yang diemban adaiah sebagal berfkut:
a penyusunan rencana kerja Satpol PP,
b. pengoordnasian porencanaan penyelenggarsan urusan ci
c. bidang ketenieraman dan kebartiban umum sets

3
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perindungan masyaakat
d. perumusan kebijakan teknis & bidang keterderaman dan
o. ketortban urmum sarts perindungan masyarskst,
L W dan pelaksanasn kebijakan teknis di

kelenteraman dan keternban unmum sena pecindungan
masyarsksl,

9. pembnsan dan pengoordinasian Panyidik Pegawai Negei
Sipl (PPNS) dan Jabstan Fungsional pada Satpol PP,

h. pelaksanasn pemaniausn, pembinaan, evakias dan
pemberian bimbingan pengkoordnasian tugaes dan fungsl
satuan organisasi Satpol PP,

L pengoordinasian pelaksanasn kegialan kesekratariatan
Satpol PP

|  pengkoordnasan pelaksanaan relomasi brolrasl, siabeen
pengendalan intermat pemecintah, hukum, kesrsipan,
pemerintahan pada Satpol PP,

k. pengoordinasian dan pembinaan pelaksansan tugas dan
fungs! adatan fungsional pada Satpol PP,

|, pengoordinasian tndak farpat laporan hasil pemeciksaan,

m. pelaksanaan. pamantauan, pengandalian, evaluasi dan

n. penyusunan laporan pelaksansan lugas Selpol PP, dan
pelaksanaan fungsi an yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Satpol PP, terdiri atas -
a. Kepala Satuar
b, Sekretariat, terdn atas

1. Subbaglan Program dan Keuangan;

2. Subbagian Umum dan Kepegawalan;
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Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan,

terdii alas :

1. Seksl Pangkajian, Pengawasan dan Pangendalian;
dan

2. Seksi Penindakan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyaraisd,
tecdirl atas

1. Seksl Ketertiban Umum dan Peringkatan Kapashas;
dan

2. Seksi Pengamanan dan Operasi,

Bidang Periindungan Masyarakat, teedin atas:

1. Seksl Pamberdayaan Perindungan Masyarakat. dan
2. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat.

Jabatan Fungsonal,

7. Gambaran Umum Iimplementas| AKIP Perangkat Daerah

Implkenentasi AKIP pada Satuan Polisl Pamong Praja

Kabupsten Bantd depst digambarkan antara lain sebagai
barnkul

Pada aspek perencanaan knena.

Satuan Polsi Pameong Praja Kabupaten Bantul telah
memiic columen perencanaan kineria jangka menengah
dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan
ANQQAran yang mandukung kinana.

Pada aspek pengukuran kinana.

Terdapal efmiensi alas penggunaan anggaran dalam
mencapai kinerja, dalas Wneda yang dikumpulkan telah
mendukung capaian kinerja yang diharapkan

Pada aspek pelaporan kinerja,

Satuan Polsi Pamong Praga Kabupalen Bantul {elah
maenyusun dokumen Laporan Kinera Instansi Pemerintah
(LKjIP). memiormakan, serta mampublkasian dokuman
polaporan tersebut

d. Pada aspek evaluasl akuntabitias kinena intecnal,
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Dokumen laporan kinerja telah mengnfokan perbandingan
realisssl  Ninerjs  dengan  realisasi  Wnerja  tahun
sebelumnya, dokumen kinera lelah mengnformasikan
efsiens! atas panggunaan sumberdaya dalam mencaped
Kinena

Dalam rangka peningkatan manajemen kinevja secis
dafam rangka pergendalisn dan evaluasi kinecs mstans,
Satuan Polisi Pamong Praga Kabupaten Bantud telah
menggunakan Aplicasi Esakip-ROPY. Dalam pengelolaan
sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi SAPA
ASN dan Aplkasl eKinerja sebagal sarana pengisian
capaan Wrsrja pada tingkat incividu,

8. Tindak Lanjut Evalussi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi 8las  evalussi 1ahun

sebolumnya, Satuan Polsi Pamong Praja Ksbupaten Bantul
telah menindaklanjuli dengan:

No | SARANREKOMENDASI |  LANGKAW-LANGKAH

;

ESAKIP2022

Melampirkan  Perjanjan | Telah madampirkan
Kinerja dan  dokumen | Perfanjan Kinera dan
penduung lainya pada | cokumen  pendukung
Laporan  Kinarja  tahun | lainnya pada Laporan
barkutrya  sebagaimana | Kinera

srahan Permen PAN RB
Nomor 53 Tahun 2014

e w e

& Wiancannimkan ndormas | TidaK tardapat remisasl

L

| perbandingan realisasl | kinora
kinerja cangan realisasl o | Nasional
level  Nasional  dalam
| Laporsn ( Tidek terdapat
reslsasi kineda ol e
Nasionsl |
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B. GAMBARAN HASIL EVALUAS!I
1. Hasil Evaluasi AXIP

Hasl evaluasi yang dtuangkan dalam bentuk nilal
dengan kisaran mulal dan O sampal dengan 100, Satuan
Polsl Pamong Praja Kabupaten Bamtul mempercieh nilal
sebesar 83,16 (delapan pulsh tign koma satu enam) Niai
sebagaimana tersabut di atas merupakan  akumulesi
penilaan terhadap seluruh KOmMponen manajemen Kinefs

W i
No Bobot | Kineda = %
KomponeniKriteria T
1 Perencanaan Kinerja | 30,00 28417 | 83509
2 Pengukuran Kiners | 30,00 25,01 | 83387
3 Pelaporan Kinerja | 1800 | 1241 | Befed
4  Evaluasi 25,00 2057 82267
Akuntabiizas Kinerja
Internal
 Nilni Akuntabiitas Kinerja 838

Hasil evohas: komponen perencansan Wnena pada Satuan
Poiisi Pamong Praja Katupoten Bantul dengan bobot nial 30
mompercien nial 26,17 atau §3.90% dengan nncian sebaga

No|  Romponenw®ub T oonsy [ wuwi | %
i Porsmcanam Rl 30 B0

peiied . 6 5400 ﬂmu
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1% 1200 | 8000

Evaluisl bh o ates Parencanaan Kinana monurjulia
1) Dakumen parencanasn kinega tefah fersoedia

a)

Satusn Poini Pameng Pram Kabugaten Bankd Selah

ek Acus AU DECCMAN PINenCanIan Defup.

(1) Paratuman Menle| Pencayagunann Agsnaiur Neges
dan Reformasi Siolras! Nomor 53 Tahun 2014
motang  Pekaeyuk  Telds  Peganjan  Kineda,
Palsgomn Kinara dan Tata Cam Reviu atas Laporan
Kinecs Instans Pemarintan

(2) Porsturan Dasesdy Kabupaten Samul Nomer 24
Tates 2008 Wedtang Tata Cam  Panyusunan
Persocanaan Pembangunan Dasrah  dan
Palaksanaan Musyawaran Perencanaan
Pembangunan Dagan;

(3) Persturan Daarah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun
2021  wnlang Rescana  Pombangunan  Jangika
Menengah Dasrady Tahun 2021.2026,

(4) Pecstrsn Bupat Bandd Nomor 13 Tahun 2019
Innlerg Peneeapan Sistem  Aplikasi  Tenmegrasi
Dalss Parencanaan, Pergellaan Keuangan Dan
Pangendaian Pembangunan Daerah

{5) Persturan Bupatll Bantst Nomox 55 Tahun 2022
wnteng Parubahan Rencana Stategis Perangkat
Dasrah Tahun 2001-2026; dan

(B) Persturen  Buopatl  Bantul Nomor 38 Tahun
2023 wetang Perutanan Rencana Kerna Pemerntah
Dasrsh Tahun 2023

Satuan Poksl Pamong Prajp Xabupaten Santul tolah

mweyusun Rescana Strategis (Renstra) yang memuat

strategi, program dan kegatan yang dkukuhkan dakam

Peraturan Bupati SBantul Nomar 73 Tahun 2021 lentang

w
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Rencara Srategis Porangkat Daerah Tahun 2021-2026
dan dubah melalul Peranwran Bupall Bantul Nomer 39
Tabwn 2023,

c) Rensta tlah selams dengan Dokumen RPIMD,
manyajkaen  Indkaoe Knera (Uama (XKUY dwn
ManNelaokan ujuan dan SESAran yang et berooaoiss
hasl  dergan bebariga prograniagisien  yang
MOUPAkAN CRM Uil PENCROMEN Rjusn dan sasaran
Crganis A,

d) Recstn Inlsh  dgunssan sebagsl sowan  dalam
penyusunan dokumen perencaraan labunan;

o) Rens¥a telah dgunakan dafam penyusuran Dokumen
Rencara Kerja don Anggaran: dan

f) Dokumen perencanaan knarno lefah monotapkan halk-hal
yang seharusnya dhetapkan.

2) Dokumen perencanaan kinerja tefaly memenwhi standar
yang baik, yaity untwk mencapal hasl, dengan ukuran
kineja yang SMART, menggunakan penyelasan
fcascading) o setiap Jevel secara logis, seris
memparhatikan kinerja bidang W (crosscutting)

4] Ssaan Polsi Pamong Praj Xabupaten Bantd telah
meenilli  dokumen perencanaan  kinega  (RPJPD,
RPJMD, Reestra, RKPD, Rangm. RKA DPA) yang
dformalian;

b) Dokumen perencanaan kivera [Sngka penmng. jangks
menergoh, jangka pendek dan peENCANRNT aPGGEEN
dapat ciakses dengan mudah seiag sanl melsiui websin
hitps Shamdbab go i dan Mips Vpoipp bartulcab go kK,

c) Sosaran yang diietapkan sesus dergan Tuges fungsi
OFD. berorentas! hasl, dan didasssan atas rumusan
lsu srategis organsasl;

d} Tyuan dan Sasaman yang Alotapkan menggambarkan
suatu tingkatan tertentu yang soharusnya dicapal
(lermasuk tingkatan yang standar, generaly accepded)
solaras dengan RPIMD. bercissarkan ndikslor yang
SMART, bercdasarkan boss dala yang memadol, dan
berdasarkan argumen dan perhlungsn yang lgis,

9
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o) indkalor Kineca Utama (XU) tolah menggambarkan
kondsi Knera Uiama yang harus cicapal, tertuang
secara berielanjutan. IKU solaras dengan RPJMD,
korak Knega dan Supoksi, menggambarken com
bwsiness dan Bu stategs yang Derkambang sera
keadaan yuang ingn dicapal, manjawal parmasalshan
yang tnnidee fcesl,

1) Setap Dorumen Parencanann Kines mecggambarkan
hubungan yang bertesnamiangsn, sats salarss antar
KondsHasil yang skan dicapm ¢l seliap lavel jabatan
(Cascading):

@) Perencansan knerja dapst membeckan nformasi
tentang hubungan kiner@. staleg, kebjakan, bahkan
aktvtas antar bdang/'dengan tugas dan fungs! ain yang
berkakan (Crosscutting);

n) Setap unitsatuan kena merumuskan dan menatapkan
Perancanaan Kinera,

) Sethp pegews  meumuskan  dan | menetapkan
Patencanarn Kinega.

3) Perencaraan  kinegja  telah  dimanfastkan  unfuk
mewsyudhan hasil yang berkssimambungan

n) Satusn Polisi Pamong Praje Kedupsien Baotul teksh
MONYUSUN rONCana ATgOAENN  Yang mengacy pady
Kineris yang ingin dcapai.

b) Aktvias yang dinksanakan jelah mendukung Xineca
yang ingh dicapax;

¢} Target yang ddotapkan dalam Perencanaan Xinera tolah
doapal dengan baik, ol setidakryn masth on the nght
ook,

d) Terdapat parbalan/peryampurraan Dokumen
Perencanaan Kinea yang ditetapian darl hasll analsis
pertinian  naa  sebslumeya otk mewupcken
konduihasil yang lebih bak;

¢) Setiap wnitsaluen kerfa (Sokretariat dan  Sidang)
memahame: dan pedub, serta Dderkomdmen  dalam
mencapal kinerka yang iokah dironcanakan.
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o Pengukuran Kinera
Hasll evalussi komponsn penguiuean kioeie pede  Satuan
Polsi Pamong Prajs Kabupsien Baniul dengsn bobol niks 30
mempersieh nix 3,01 albu B3.36% dengan nacian sebaga
berkut:

No | Komponen'Sub Komponen | Bobot | Nilai

%
2. P suran Kinerjs » | 28 5338
| 28 | oo Kinere telaf . 540 | 9000

Pengohwan Kingda teah
manied kedtunan daiam

SOCHTS l
120 | O G s ok | ® TAS | 8288 |
NaRLAAn SOE DANBYAng |

can bakaiayutan
Pangukuran Xinemo telat
| cyadvan dasar asam ‘

'2c | Punishmant. serta 18 | 1218/ 8100
‘ penyesusan strafeg’ dalam
‘ mencapal kinena yang afexty

dan efisken

Evalaasi eth anpt ates Penguiiuran Kingra menunjukkan:
1) Pangekuran kinerjs telah ditakukan.

#) Satuan Polsi Pamong Praje Kabupaten Santsd laelah
memilki  pedoman  teknis  penguiran  Kinema  dan
pengumpulin dets knara Deruga.

(1) Poratuan Bupall Bastul Nomor 25 Tahun 2022
mntang Perubster Alis Peratran Bupat Bantul
Nemor 8 Tatwn 2022 Tentang Pedoman Pembarian
Tambohsn Penghasien Pagawal Bag Pegawai
Negeri Sipd D Linghungan Pemerniah Kabupaton
Bantut

(2) Pwrsturan Bups$ Bantul Nomoe 28 Tahun 2022
Porubahan sss Pemtumn Bupatl Bantul Nomor 65
Tatwr 2021 teniarg Pedoman Peaksansss Evaluksl
Kinerp Perangikst Dasseah

b) Terdapat Defines Opernsional yang jekas stss kinerjs dan
Catn maegubur indiocr dinena,

¢) Terdspat mabkarisme yang jolas tarhadad pengumpuian
data Kinerja yarg dapat dlandalkan dengan menggunakan
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apikasi berbasis web Simml, SIPD, eXinenn, SAPA ASN,

2) Pengukuran Kineda teish menjedi kebutuhan dalem
mewsiudhan Kinecje secara Efektif dan Efisien dan teiah

difakukan secars begwrjang den berkefanivtan

o) Catn kiera yang ckumpukan cleh Satuan Polisl
Pamorg Praja Katupaten Bantul lelah mendukung
capaan kinerja yang dharapkan;

b) Pengukuman kinera tefah dlakukan seca barkala,

o) Pengumpulan data knera dan penguluren Cipaien
knena telah memardaatian Teinclogl Infoemani Simol
SIFD. oKinorja, SAPA ASN, SIPD, Siwal Simgensada
dan Simas.

3) Pengukuran Kinega telah djadikan dasar delam
pemberian Reward dan Punishment, sesfa penyeswssian
strategi dalem mencapal kinerja yang efektll dan efisien

#) Pergubnean Kine clah Saaen Polsi Pamong Pras
Katupaten Bantul  telss  manadl  desar  dalem
ponmyesusian (POMSONANDINGUIANGES | TunRNgan
knedapenghssian meegacy Persturan Bupetl Bantul
Nomor 153 Sshun 2022 wntang Pedoman Pemberian
Tembahan Penghasian Pegawni bagl Pogawal Neger
Spd Pomeontah Kabupaten Baetul

b) Pengukwan kinerp lolsh mempengaruts penyesuaion
(mocusing) organisas, penywsusian  sirategl  calam
mencapal  kinerls. peryesusian  kebjokan  dalam
mencapal sinens, peoyesusan skivias delam mencapal
knerfa, dan peryesualen anggaran dalam  mencapal
kinena;

c) Terdapat efisiens: alos penggunsan anggaran dalam
mencapal knera sebogamana diaporkan dalam Laporan
Kirern serta lerthal pade aplss Simest.

d) Setap pegawenl swmahesl dan  peduli atas  hasl
penguURLin Rines

12
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1. Pelaporan Kimerja
Hast svaluss komponen pelaporan sineda pada Satuan Polis
Pamong Praja Kabupaten Bantul dengan bobot niai 15
memperoleh ridad 12,41 atau 82,76% dengan rincian sebaga

“No  Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilsl | %
3. Pelaporan Kinerja 16 | 1241 8278
‘A yang menggambakan 3 2600 | 8567

3b  wormes : 450 | as0! so00

a
~ Pelapasan Kineaa raleh
‘ membarkan dampak yang
L 3.c  Dasar dalam panyRsuaan 750 621 8286
dalam

Evadanes labih lanpt st Peeguiersn Kinnrgs meounjkean:
1) Terdapet dokumen laporan  yeng menggembarkan
Kinecje
Dokumen Laporan Kinena telah chsusun secarn berkala dan
lopat wakty sudah dformaikan dan dipublkaskan melahs
hilp20poipp Dactuiab oo id!. namun belum drevu secara
benertang
2} Dokumen Lapovan Kinerja tfefah memenahl Standar
menggambarkan Kualtas atas Pencapaisn  Kinedfs,
informasi keberhasfankogagalan kinerls sevta wpays
perbalkanpeny empunasnnya
@) Dolumen Laporan Kinerja Satuan Pols Pamong Pra
Katupakn Bantd %iah menginformasikan perhandngan
realsasl Wnena dengan target tahunan perbandingan
realsasi Wnega cengan tagel jangka menangah,
porbandngan roalisas kineno dengan realisasi knena
tahundabun sebelumnya. namun bdak membandingkan
regksasi krena dongan malssl wnenn di lowel

13
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nasionalintemasionsl (Benchmack Kinede) karena bdak
capelan  kinera  besorin  upoya myola  daniatau
hambatanrya, dan efisions! alss penggunaan sumber
daya dofam mencapsl knera, waloupun masih Serdapat
trsaahan-tesalatan data,

b) Dosumen Laporan Kieda telsh mongindokan upaya
porbakan dan  penyermpumaan knera ke  depan
(Rekomandas! perbalkan kinecia)

3) Pelaporan Kinerja tedah memberikan dampak yang besar

dalam penyeseaian strategihediahan dalam mencapad

Aimedja berikutnya

@) Informasi damm Bparan Kieena selaly menadi perhatan
Uisrs pmpnen o Sakan  Polsi Pamong  Pogs
Katupaten Barmd,

B} Inkemasi dalwn bporan Kinegs secats Seckals nlah
dgunakan desm peryRALAINN  CRNQIUIARN  BNOAN
unhk mencaps Onee  avalumsi | penCARpan
kiners yang ok ditedapi betkutnys,

<) Informasi delam Bporan kiwga selsly  mespanganty
perubahan budayn kineoa crgansasl.

g Evaluasi Akuntabiiitas Kinerja Internal
Masi evoluasi komponen pelaporan kneda poda Satan Polsi
Pamong Praja Kabupaten Bantsd dengan bobot néal 28
mempeccieh nilal 20,657 atou §227% dengan nncian sebagal
benkut

Mo | KompomewSub Komponen = Bobot  Nilal %

4. Evaluas! Akuntabidtas Kiners
R % 2087 822

!
4a Evaluas Akuntatdas Kinea 5 ‘."[ 83,33

|
b Motarrral Mt chiaksanakan 750 615 82,00

| —

Ac | implemeatss SAKIP SR | 4500 | 4075 | 88,00
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No Komponen'Sub Komponen = Bobot | Nilal %
Akuatddas Kinana intemal
yang nyats (dempak) detam

Evauas kb lanut atas Pengusuran Kinera menunjukkan:
1) Evaluasi Akuntsbiitas Kinega Intermal folah

diaksanakan

n) Saluan Polsl Pomong Prajs  Kabupsten Bantul
melaksanakan evolas skuntabibtas bnedga intermal
pada selurun unit kona'peranghal daseah;

b) Evaluasl Akuniabiltas Kinea Intemal  tefsh
Glaksanakan.

Evaluasi Akuntabilitas  Kioege  indenal  felah

dilzksanakan secara bDerkualitas dengan Sumber Daya

yang memadal

a) Evaluasi Akuntabifas Kinerja ntemal teloh disksanakan
sesual standar;

b) Evaluasi Akuntabifias Knerja intemal tefah disksanakan
oloh SOM yang memadal dengan  menpgunakan
wknolog! informas.

implementasi SAKIP tefah meniogkat kavena evaluas
Akuntabiitas Kinerja Internal sehingges memberikan
keasan yang nyata (dampak) dalam efektifitas cen
efisiensi Kinerja

a) Seluruh rekomendasl ates hasl avaluasi skuntabines
kneds imems leiah dtindaklen)u;

b) Telah lerjaci peringiatan ivplamaniasi SAKIP dengan
melsksanakan tedak Bnpt aas rarkomendasl hasd
avalussi skuntabltas Kinera ntemal,

c) Masi Evaussl Akueiabinas  Kinels  Imemal  telah
dmarfaatian  uniuk  partalkan  dan  peningkatan
akuriabtitey bine

15
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2 Hasil Perhitungan Final Evaluasi AKIP
Masl porhtungan fral evalussi yang Muangkan dafam
bentuk nilal dengan Wsaan muls don O sampa dengan 100,
Satuan Polsi Pamong Praja Kabupsten Bartid mempercieh milal
sebesar 83,16. Nia scbagaimana tersebul & alas merupakan
akumuasi penfalon lorhadap selurubh Komponen  Mmanajomen
Unena yang devaluasi dengan rincian sebagol berfut

No | KomponenwSub Komponen  Bobot | Nisi | %
" Parsccarman Kinedjs 30 2517 80
b. | Pengukuran Kinerja 7% | @m0 ®ar
€ | Palagoran Knara 15 1241 8273
d. | Akurtabiltas Kinara intamal 25 2057 &8
Masil Final Evaluas! Akuntabinas b
1
Kinerja o e B316
3. Rekomendasi

Drekomendasikan kepada Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Bantul agar -

a Molakukan reviu cokuman kinerja secara bereniang
sebelum diformalcan  sgar  hindy  dan  kekekruan-
kekolruan data ateu informasi sebagaimana teradl pada
Laporan Kinera

b. Melengkapimerevisi sebagian data laporan yang telah
dituangkan c dalam laporan (LKJIP)

C. PENUTUP
1. Simpulan
Has?k Evalues  Akuntabilias  Kinedga  Inatansi
Pemeriniah Tahun 2023 dapst disimpuikan bahwa Satuan
Polsi Pamong Praja Kabupaten Banlul mempercieh nilai
83,16 Nial tersebut masuk dalam kategori A dengan
mamretss Memuaskan.
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Tembusan:

2. Penguatan AKP

Implementasi  sisten  stuntabiltas  kinerja  instansi
pamenmiah pada Satuon Polsi Pamong Praja Kabupaten
Bantul ciharapkan tidak hanya mendarong pencapalan output
organisas secara lebh afektif dan lebih efision, namun juga
mampu memberian kontribus) terhadap pencapalan dampak
pada ouicome yang telah ditetapian secara lebih terancana.
Secara bernjenjang. pencapalan-pencapalan tersebat akan
dapal  membanty  mewujuckan  rcapays Sasaran
Pemerintsh Daersh Kabupsten Bantul, Okh karens B,
dbutuhkan kerjssama dan dukungan dari selunuh unsur pads

Satuan Polisl Pamong Praja dan Perangkat Daerah
Win di Ungkungan'dl luar Ingkungan Kabupaten Bantul
secn koomisten dan Derkesinambungan  untuk maencapal
dampak pada oufcome yang telah direncanakan,

Deenkian Laporan Hasi Evalussi  Akurdabiilas  Kineda

instansi Pamerintah paca Satuan Polist Pamong Prajs Kabupaten
Bantul Tahun 2023, agar dapat dpergunakan sabagaimana

1, msmmmmma-m

2 Asp

1?7
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
KNP I -A DI NS T
Jin Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp Fax (0274) 387325
Laman. iffp ey nspssiorat bantuden 0o & Posel - rEperabankifed go.d

SLBAT PERINTAM TUGAS
NOMOR: T/700 1 2/00528PKPT /2024

Onar.

1 Pemtuan Pemenntsh Aepubdh ndormsa Nomor 12 Tatun 2007 Temerg Pertnast dan Pergeseses
Penysionggaraan Femonniahan Daosan

2 Parstuan Mertas Dalan Negar Repubin ndonesa Nomor 10 Tanun 2023 Tontang Parencanaas Pambinaan dan
Pergesasun Perrpslengpersen Perrmsrtate Daareh Tates 2024

3 Kapuasan Bupat Banssd Nomor 548 Tahun 2023 Tentang Progrem Mens Pengeewenan Taburan Tahun 2004, den

4 Mepunsan Inspeloar Mabupanen Barmul Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tindak Laspt Program Kada Pengssasas
Tahunan Tarun 2024

NEMERINTAIMAYN

i aim'niw&:-‘ z

Metokcsanasan Evaluas Sisem Akintabiiss Kinena Intans Pemannahan (SAKIF) Pecangks
Daerah Kabupaten Santud Tahun 2023 padx
Badan Pecanggulangen Sencana Dasrsh.

Setuan Pobal Pamong Prgs

Menda trghat smpemermas SAKIP, den
MemBerican s perbascan Uik persngicstan intplermantss S4 K00
Sasyor Perysionggarsan SAMP Pecangsot Doeran Tahun 2023,
Ruang Linguup 1T Persladn leMadep Seencanadn SYaigs, 1ermasck 0 dalamind peoarpan nend 080
St panguic e onene
2 Pacstamn Wechacap penyaian dan pangunghasen irfomasl kneoa dan
3 Evehas techadap program dan kegatan.
Tangoa t5d 15 Manet 2024

Baayd yang Serkanan Gengan DeNgIVasan N oD APPSO Tarwn 2004 aan kepata APTP S0a% G 0aMnanain Menenma
03D pRmDATAn yang N gratifikasi

Demfonn Wk GRabsanaean sebagaimand mestinya 0n hopoda phak yang BRM! uituh Mmombarkas Darfudn
ragoriuTyn

L

Dodetaphan & Bama
pacs Semgaw 20 Febiae JI04
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